PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 4§  TAHUN 2022

TENTANG

1 .
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Menimbang

Mengingat

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
|
II)EN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan iUndang—
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 21
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa. ‘

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019. tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Pefundang—
undangan, sehingga perlu dicabut. |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 ;tentang

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339); -

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

5495);/1/ |
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaih diubah
dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomorﬁ 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor »6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dua kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemgnntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a
Nomor 6041);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (berita negara repubhk
tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesm
Tahun 2016 Nomor 1037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};

.Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 145/6230/BPD

tanggal 16 Desember 2021 perihal Hasil Koordinasi
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kolaka dan

Bombana tentang Daftar Kewenangan Desa Beljdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

.Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.342/6121

tanggal 30 Desember 2021 perihal Rekormpengasi Penetapan
Rancangan Peraturan Bupati Bombana.
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG . DAFTAR
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana dalam wilayah kerja Pemerlntah
Kabupaten Bombana.

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordmator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja chamatan
yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk rrienangani
sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilay;ah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat belfdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. : _
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan © urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyeleﬁggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya dlsmgkat
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang ariggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berﬁasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

(10) |IMusyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPDZ untuk
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menyepakati hal yang bersifat strategis. :
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan dlsepakatl
bersama BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan . tahunan
Pemerintahan Desa.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dumhkl desa
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan
lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pémerintah
Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau P?merintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan
kehidupan masyarakat. ;
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Desa. ~
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selan_]utnya
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa; '
Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul
Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentmgan
masyarakat Desa. ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

(1)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntablhtas Desa

dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas

(2)

sub81d1ar1tas
Sebaga1 pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan
lokal berskala Desa. :

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

(1)

Dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang
kewenangan Desa yang meliputi: l



(2)

Rua
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Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa.

e e

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

ng lingkup dalam peraturan Bupati ini, meliputi :
kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;

. kewenangan lokal berskala desa;

mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
. evaluasi dan pelaporan;

Jpendanaan;
iketentuan peralihan;

. ‘ketentuan lain-lain; dan
ketentuan penutup.

a
b
c
d
e. pembinaan dan pengawasan;
f.
g
h
i

BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL—USUL
Pasal 5

Krltena Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaumana
dlmaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain : '

a.
b.

C.

(1)

(2)

merupakan warisan sepanjang masih hidup;
sesuai perkembangan masyarakat; dan
sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit

terdiri atas: '

sistem organisasi masyarakat adat;

pembinaan kelembagaan masyarakat;

pembinaan lembaga dan hukum adat;

pengelolaan tanah kas Desa; dan

pengembangan peran masyarakat Desa.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa hasil 1dent1ﬁka81

dan inventarisasi meliputi: »

a. penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar. pemlhkan
hak-hak perdata;

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban Desa;

c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa;

d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat;

o ao TP
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.. pengelolaan kekayaan dan aset Desa; ;
pengelolaan adat istiadat dan seni budaya masyafakat Desa
setempat,; :
pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;

. pembinaan ketentraman masyarakat;

pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di
Desa; f
peningkatan upaya gotong royong masyarakat; _‘

k. Pembinaan upaya kesehatan tradisional (seperti sahdo, dl).

- O

i S
.

BAB YV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 7

Kriteria Kewenangan lokal berskala desa antara lain :

ao o

(1)

sesuai kepentingan masyarakat Desa

telah dijalankan oleh Desa;

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat
Desa; dan

program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdlrl atas :

a. pengelolaan tambatan perahu;

b. pengelolaan pasar Desa;

c. pengelolaan tempat pemandian umum;

d. pengelolaan jaringan irigasi; ,

e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa,

f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan Belajar;

h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan

i. pengelolaan embung Desa; :

j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.

Kewenagan lokal berskala Desa hasil identiﬁ}casi dan
inventarisasi terdiri atas: 5

a. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;

Pengelolaan data dan informasi Desa;

Pembinaan tenaga kerja Desa;

Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok—
kelompok masyarakat Desa; f

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); §

Pengelolaan bencana skala Desa;

Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) m1l1k Desa; )( /

oo

T ™o




(3)

(1)
(2)

-7-

h. Dukungan pend1d1kan bagi siswa miskin Desa yang tidak
masuk dalam program-program pemerintah; :
Pengelolaan energi baru dan terbarukan, serta teknologi
tepat guna berskala Desa; :
Pengembangan ekonomi lokal Desa;
Pengelolaan lumbung pangan Desa;
Pengelolaan pertanian skala Desa;

. Pengelolaan peternakan skala Desa;
Pengelolaan wisata milik Desa;
Pengelolaan hutan Desa; ,
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Desa; dan
Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa.

ST
o

2T OB H TR

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 9

Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan daftar kewenangan
Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokél berskala
Desa kepada Pemerintah Desa; ‘

Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam

menyusun rancangan peraturan Desa tentang Kéwenangan

Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala

Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut:

a. Pemilihan kewenangan Desa melalui Musyawairah Desa
berdasarkan daftar kewenangan desa yang telah dltetapkan
Pemerintah Kabupaten;

b. penyusunan rancangan peraturan Desa;

c. pembahasan bersama BPD; dan

d. penetapan Peraturan Desa. :

Selain kewenangan yang ditetapkan Peraturan Bupati ini,

Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan sesuai

situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa, djtetapk?n dengan

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (Ql) menjadi
dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, p¢laksanaan
pembangunan Desa, pembin kemasyaraké,tan dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Zah :




(S)

(2)

(3)

(1)

(2)

_ BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 11

Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan
kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat. '(
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan
secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kah dalam
satu tahun atau sesuai sesuai kebutuhan.

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kebl_]akan terkait
pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memb1dang1 urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan
dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan
pelaksanaan kewenangan Desa :

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasari terhadap
pelaksanaan penataan kewenangan Desa Berdasarkafl Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. :
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalu1

a. fasilitasi dan koordinasi; ;

b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa

c. monitoring dan evaluasi; dan

d. dukungan teknis administrasi. :

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada
Camat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 13 -
Pendanaan untuk pelaksanaan identifikasi dan 1nventarlsa31
serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban: Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau sumber laih yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; '
Pendanaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi,
pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara,
proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa
oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak

J









